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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa dalam rangka menguatkan perlindungan Lahan
Pertanian Pangan akibat alih fungsi lahan pertanian  serta
meningkatkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan
kedaulatan pangan;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Lahar Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat
ini, sehingga perlu ciubah;

bahwa berdasarkar, pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat [ Dalam Wilayah Daerah-dacrah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1055);

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Fangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambehan
Lembaran Negara Republik  Tndoncsia  Nomor  5068)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentanz Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomot 245, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

&
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ‘Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimans felah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubshun Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang DPembentukan Peraturan
Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 5587) schagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintzh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 55, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5288);

Peraturan Menteri Dalam Necgeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Ilukum Daerah (Berita Negura Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 8);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan
BUPATI BADUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAIH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan clalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2019

tentang Perlindungan lLahan Pertanian Berkelanjutan

(Lembaran Daerah Kzbupaten Badung Tahun 2019 Nomor &,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8) diubzh

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

[

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Badung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati adalah Eupati Badung.

Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRL adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Badung.

Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung.

Lahan adalah bagian daratan dari permuksan bumi
sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta
segenap faktor vang mempengaruhi penggunaannya seperti
iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk
secara alami meupun akibat pengaruh manusia.

Lahan Pertanien adalah bidang Lahan yang digunakan
untuk usaha pertanian.

L
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8. Lahan Pertanian Pangan Berlkelanjulan adalah  bidang
Lahan Pertanian vang diletapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan
pangan pokol bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangzan Daerah.

9. Lahan Cadangen Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
Lahan potensial vang dilindungi pemanfastannya agar
kesesuaian dan kelersedinannya tetap terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai Lahan Dertanian Mangan
Berkelanjutan pada masa yvang akan datang.

10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan
menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan
membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian
pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan aerta unsur penunjangnya dengan fungsi
utama untuk mendukung kemandiran, ketahanan, dan
kedaulatan pangan Daerah dan Nasional.

12. Pertanian Pangun adalah usaha manusia untuk mengelola
Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi,
modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai
kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan
masyarakat.

13. Kemandirian Pangun adalah kemampuan produksi pangan
dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan
pangan yang rnampu menjamin pemenuhan kebutuhan
pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam
jumlah, mutu, lkeamanan, maupun harga yang terjangkau,
yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai
dengan keragaman lokal.

14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata,
dan terjangkau.

15. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara
mandiri dapat menentukan kebijukan pangannya, yang
menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnva untuk
menentukan sistem Pertanian Pangan yang sesuai dengan
potensi sumber daya lokal.

16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah
setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang
mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di
l.ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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Pangan Pokok adalah sepala sesuatu vang berasal dari
sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang
diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi
nmaAanusia.

Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan
pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan
teknologi tepal guna, menggunakan sarana produksi
bermutu dalam jumilah dan waktu vang tepat.

Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan
produksi dengan perluasan arcal usaha dan memanfaatkan
Lahan yang belum diusahakan.

Alih Fungsi Lakan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
menjadi bukan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan
baik secara tetap maupun sementara.

.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk

menunjang pertanian.

.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak

oleh Negara berapa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidalk
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPI) adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, schingga Pasal
5 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, Pemerintah Dacrah menctapkan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipurti:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

(3) Penctapan Kawasan Pertanian Pangan Derkelanjutan

schagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul g, dileltapkan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

sebagaimana d:maksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan
dalam Rencana Detail Tata Ruang.
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(5) Penetapan Lahan Cadpnnpgnn Pevianian Pavriguiing

Berkelanjutan sebagaimans dimaloaad pada ayat (2) ol
e, ditetaplan denpgan Rencana Dietail Tota Fuang

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubab, sehingea Paaal O bherbanyl
sehagal benkut:

Tl O

(1) Strategi pengembangan kawasan  dan Lahan  Pertanion

(2)

(3)

(4)

Pangan Berkelanjutan meliputi:

a. Intenmfikasi: dan
b, Ektensifikani,

Intensifikasi  Lahan  Pertaninn Pangan  Berkelanjutan
schagnimann dimakuud pada ayat (1) huraf s, dilakoalan
denpan:

peningkatan kesuburan tnnah;

peningkatan kualitas benih /hilit;

pendiversifilk asian tanaman pangan,

pencegahan dan penanggulangan hama tanamein;
pengembangan Irigasi;

e i - L

pemanfaatan teknologi pertanian;

)

pengembangan inovasi pertanian,
h. penyuluhan pertanian; dan/atau
i. jaminan akses permodalan,

Ektensifikasi  kawasan dan  Lahun  Pertanian Pangan
Berkelanjutan sehagaimana dimaksud pada wyat (1) huruf
b, dilakukan deagan:

a. pencetakan Luhan Pertanian Pangan Derkelanjutan;

b. penetapan Lohan  Pertanion Pangan  menjandi  Lahan
Pertanian Pangan Derkelanjutan; dan/atau

c. pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjodi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Pengembangan program/ kegiatan Intensilikasi  dan
Ektensilikasi sebapganimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan sesual ketentuan Pernturan Perundoang-
undangan.

A
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Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, achingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada
setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan
Pertanian Pangen Berkelanjutan.

{2} Pembinaan sebzgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi perlindungan;
b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan  kepada

masyarakat;
e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan; dan/atau

f. peningkatan  kesadaran dan tanggung  jawab
masyarakat.

(3] Ketentuan lebil. lanjut mengenai pembinaan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan huruf ¢ 2asal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

FPasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui:

a. insentif;

b. disinsentif;

c. persetujuan;
d. proteksi; dan
e. penyuluhan.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasal 21

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
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7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Fasal 22

(1) Disinacntif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b,
berupa pencabutan insentif yang dikenakan kepada pemilik
Lahan, Petani penggarap dan/atau kelompok Petani yang,
tidak mmemenuhi kewajibannya secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 15.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan  pembinaan
bagi Petani yang dikenakan pencabutan insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui pembinaan schbagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2).

(4) Pembinaan pasca pengenaan  pencabutan insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan guna
meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

8. Judul Bagian Ketiga dalam BAB VIl PENGENDALIAN diubah,
schingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Persetujuan dan Proteksi

9, Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Fasal 23

(1) Segala bentuk persetujuan yang mengakibatkan alih fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum.

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyck
strategis nasional, bentuk persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Fasal 26

(1) Sctiap orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang
sudah ditelap<an sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyck
strategis nasiorial serta terjadi bencana, Lahan Pertanian
Pangan Berkelenjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. k

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

9

{(3) Pengalihfungsian Laban yang sudah ditetapkan sebagai
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan
umum sebagairnana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan dengan syarat;

a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungst luhan; dan

¢. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik,

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikui:
Fasal 33

Penyelenggarnan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan schagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

12. Judul Bab IX dan ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

3AB IX
PENDAMNAAN

Fagal 37

(1) Pendanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran perdapatan dan belanja Daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan Peraluran Perundang-undangan.

(2) Bentuk pendanaan dan penyelenggaraan pendanaan
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasal 42

Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan
Pertaniann  Pangan  DBerkelanjutan  diluar  ketentuan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib
mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ke lkeadaan semula.
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14. Bab X1V dihapus.

15, Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga herbunyi sebagai berikut:

['asal 45

Setiap orang yang melunggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat
(1) atau Pasal 26 (1) dipidana sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.,

16, Pusal 46 dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai Eerlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Badung.

angupura
22 Nopember 2022

_-biundangkan di Mangupura
/’ ~padatAnggal 22 Nopember
/< SEKRETARJS DAERAILKABUPATEN BADUNG,

/[ =
It 3% A
] VN BV WA

J

i, H/",'{.
“a T é /\‘NAYAN ADI ARNAWA
LEMFﬁRAN DALRALI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERA KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(13, 89 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

S(:I(I:/Kﬂ upaten Badung,

alZApung Gde Asfeya Yudhya
IP. 19720510 199903 1 008
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAEKRAH KAHUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHIUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DJAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

[. UMUM

Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang masih memiliki potensi agraris
dimana sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup pada sekior
pertanian sehingga Lahan Pertanian memiliki peran dan lungsi strategis bagi
masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat dan pertambahan jumlah
penduduk serta perkembangan ekonomi dan berbagai kepentingan lainnya
mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan Lahan Pertanian Pangan sehingga
akan mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga Kemandirian Pangan,
Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan terhadap
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan
Perundang-undangan dan peraturan pelaksananya dengan memperhatikan
substansi pasal-pasal yang mengalami perubahan. Berdasarkan hasil verifikasi
atas substansi Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2019 terdapat 15 (lima belas)
substansi yang dilallukan penambahan, perubahan, atau penghapusan.

Berdasarkan tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melalukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, schinpga pelaksanaanya selaras
dengan ketentuan Peraturan Peruncang-undangan.

11. PASAL DEMI PASAL -
Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13

&
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